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Menimbang: a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan jangka

panjang sebagai laridasan, arah dan prioritas pembengunan

!""rr" "menyJluruh di Provinsi Bengkulu, telah ditetapkan
peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2oo8 tentang Rencana
pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu

Tahun 2OO5-2O25;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan
pemerintah Nomor 8 Tahun 2oo8 tentang Tahapan, Tata Cara
penjrusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
pembangunan Di.erah, mengamanatkan dalam hal terjadi
perubahan yang mendasar mrta rencana pembangunan daerah

iapat aiuUafr,- selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian

Rencana PembangUnan Jangka panjang Daerah Provinsi

Bengkulu Tahun 2OO5-2O25 dalam penetapan tahapan,
prioitas dan indikator pembangunan, ""tt1 -penyesuaian
d"rg"r, Rencana Pembangunan Jangka Meoengah Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

ftrr*f b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkuhr
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomoi4 Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Frovinsi Bengkulu Tahun 2OO5-2O25;

pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

UndangUndang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pemlerylt'I"t'
Provins-i Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Lg67 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 28281;

Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2oo3 tentang Keuangan

Negari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3
Noiror 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861;
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undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang

Perbendah al:aarr Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Oo4 Nomoi 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2aa4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 7A4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4

Nomor 11S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44371 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

undang-undang Nomor L2 Tahun 2oo8 tentang Perubahan
Kedua Atu.* undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a$aa\
undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126,

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

undang-undang Nomor 17 Tahun 2AO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasionat Tahun 2AO5'2O25
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aTaA\
undang-undang Nomor 24 Tahun 2oo7 tentang
renanfgularigi Bencana (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a7231;
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10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun
Ruang (Lembaran Negara RePublik

2AO7 tentang Penataan
Indonesia Tahun 2OOT

11.

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a725l,;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ftmbaran Negara

nepuutit< Indonesia Tahun 2ao7 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a739);

undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2}tl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523fl;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285$;
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Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndJnesia Tahun iOOS Nomor 140, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor a57&l;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AAT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah,
pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OA7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan,
Tata Cara Pen3rusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 2t, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nornor a817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Ta*run 2OOB tentang Rencana
Tata Ruang lvilayah Nasional (I,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a833);

Perafuran Presiden Nomor 5 Tahulr 2O1O tentang Rencana
pernbangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2010-2014;
Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2OOB

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana PemhangUnan Daerah (Berita
Negara Repubtrik Indonesia Tahun 2O1O Nornor 517);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeraft
Provinsi Bengkulu Tahun 2OO5-2A25 (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2OO8 Nomor 4, Tarnbahan Lenrbaran
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2OO8

tentang Urusan Perrerintahan Provinsi Bengkulu (ftmbaran
oaerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO8 Nomor 5, Tambahan
krnbaran Daerah Frovinsi Bengkulu Nomor 46);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2O1O

tentang Sistem Perencanaan Femba.ngunan Daerah (tembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O1O Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2AL2
tentang Rencana Tata Ruang \trilayah Provinsi Bengkulu
Tahun 2O t2-2O32 (trmbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
z0n Nornor 2);
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Dengan Persetqiuan Bersama
DE\ryAN PERWAKILAN RAIffAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2OA8

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2OO5.2A25.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 4 Tahun 2OOB tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Bengln"rlu Tahun 2AA5-2*25 (Lernbaran
Daeiah Provinsi Bengkulu Tahun 2OOg Nor,uor 4, Tapbahan
Lernbaran Daerah Provinsi Bengkulu Nornor 4), diubah sebagai

berikut:
1. Judul BAB II diubah sebagai berikut:

BAB II
SISTEMA?IKA

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (u diubah, dan ayat {21 dihapus,
kemudian diantara ayat {1} dan ayat (2} disisipkan satu ayat'
yakni ayat (1a), sehingga Pasat 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(u RPJP Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijel,askan mengenai gambaran
umum materi rancangan aqral RPJPD agar

:Sffita"'f#uaab-bab 
berikutnva dapat

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagran ini menjelaskan dan menyqiikan $ecar&
logis dasar-dasar analisis, garnbaran umufitr
kondisi daerah yang meliputi aspek geograli dan
demoggali serta indikator kinerja penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.

BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Bagran ini n*enjelaskan butir-butir penting isu-isu
strategis yang akan dihadapi dalarn pembangunan
Daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun
mendatang. Penyqlian isu-isu strategis meliputi
prrnasalahan perrbangunan Daerah dan istl
strategis yang menjadi dasar utama peruril.r$an
visi dan misi pembangunan jangka panjang
daerah.
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BAB TV: VISI DAN MISI DAERAH
Bagran ini menyajikan visi dan misi dalam
dokumen RPJP Daerah yang menggambarkan
keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil
pembangunan daerah selarna 20 (dua puluhl
tahun mendatang.

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA

PANJANG DAERAH
Dalarn bagian ini diuraikan sasaran pokok
pembangunan jangka panjang Daerah berdasarkan
setiap misi untuk rnerurnuskan arah kebijakan,
pentahapan pembangunan 5 (tima) tahunan
ielama 2O (dua puluh) tahun dan prioritas masing-
masing tahaPan-

BAB \II: KAIDAH PELAKSANAAN
Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah
pelaksanaan dari visi misi dan arah kebijakan yang
telah disusun dalam dokumen RPJP Daerah.

BAB 1III : PENUTUP

(la)Uraian RPJP Daerah sebagaimana dimaksud ayat (U
selanjutnya tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini
yang merupakan bagan yang tidak terpisahkan dengan
peraturan daerah ini.

(2) Dihapus.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga
Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3
(1) Program Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Periode

2AA5-2O25 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah
sehagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1a).

{2) Dihapus"

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga
Pasal4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) dihapus.

(2) RzuPD Provinsi Bengkulu sebagaimana dirnaksud pada Pasal
2 ayat (1a) menjadi pedornan pokok dalam pen1rusunan RPJM
Daerah yang mernuat Visi, Misi dan Frogram Gubernur.
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Pasal Ii

peraturan Daerah provinsi Bengkuiu tentang Perubahan Atas

peraturan Daerah Provinsi Bengkuiu Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Rencana nemUangunan Jangkifaniang Daerah Provinsi Bengkulu

Tahun ZOAS-ZOZf irri mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya' memerintahkan

p..rgrittaangan- Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

aalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu'

itetapkan di Bengkulu
tanggal *? ^ tf - e0r2,

R BENGKULU,"*,./

DI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pad,a tanggal e'? - 1& - 

"41\
Plt. SEKR

LEMBARA

RAH PROVINSI BENGKULU
ISTRASI UMUM,

AHRIAR

OVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR tl
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